
 

 

 

BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

1. Peranan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Kerinci dalam pelayanan adalah Responsiveness, 

Responsibility, dan Accountability sudah baik dalam proses 

pelayanannya, hubungan pemerintah dengan masyarakat dalam 

pengurusan Pendirian dan Perizinan berusaha  sudah sangat 

memuaskan, namun ada beberapa hambatan yang dikeluhkan beberapa 

masyarakat seperti sarana dan prasana di kantor, masyarakat belum 

leluasa menggunakannya juga masih kurangnya  dan penyuluhan 

dalam pembuatan dan pendiriam SIUP disetiap masyarakat dan pelaku 

usaha. 

2. Kendala adalah masih banyaknya masyarakat dan pelaku usaha belum 

mamahami bagaimana proses pengurusan izin terutama dengan cara 

proses OSSRBA. Masyarakat masih belum mengetahui dalam proses 

pembangunan pendirian Gedung itu harus ada IMB nya. 

3. Upaya-paya dalam memfasilitiasi pendirian dan perizinan pada Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Kerinci di tengah masyarakat tetap terlayani dengan baik dengan 

standart pelayanan yang ada khususnya terhadap masyarakat yang 



 

 

menyampaikan permohonan perizinannya secara online (OSSRBA). 

akan lebih cepat, aman dan juga akurat, melalui website https://dpm-

ptsp.kerincikab.go.id/. 

 

B. Saran 

1. Diharapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Kerinci peran dan wewenangnya lebih ditingkatkan 

dalam bidang pelayanan perizinan agar hasilnya lebih efektif dan 

efisien. 

2. Diharapkan kepada kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerinci melakukan sosialisasi terkait 

pembuatan dan pendirian surat izin usaha perdagangan di setiap lokasi 

berusaha dan pasar-pasar agar masyarakat dan pelaku usaha tau 

pentingnya melakukan pengurusan surat izin usaha  perdagangan. 

3. Diharapkan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci melakukan 

komunikasi atau kordinasi yang baik, baik itu kepada pemerintah 

daerah dan juga kepada kantor dinas penanaman modal dan pelayanan 

terpadu satu pintu Kabupaten Kerinci agar proses pelayanan surat izin 

usaha perdagangan berjalan baik sesuai dengan keinginan masyarakat 

agar dapat berjalan baik dan lancar. 
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